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PASAL 60 UU 20/11
(Pengelolaan)

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengelolaan rumah susun, masa 

transisi, dan tata cara penyerahan 
pertama kali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, 

dan Pasal 59 diatur dengan peraturan 
pemerintah.

PASAL 78 UU 20/11
(PPPSRS)

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, 
Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 103 PP 13/21
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
PPPSRS diatur dengan Peraturan 

Menteri.

LANDASAN HUKUM 
PERMEN



1. Jangkauan pengaturannya tidak hanya PPPSRS tapi juga Pengelolaan Rumah Susun Umum Milik;
2. Mendudukkan kejelasan lingkup tugas dan kewenangan PPPSRS (Keputusan Anggota dalam 

Musyawarah), Pengurus dan Pengelola;
3. Mendudukkan kejelasan Tugas dan Wewenang Pelaku Pembangunan Pada Masa Transisi;
4. Perhitungan dan Pembebanan Keuangan Pengelolaan Rumah Susun Milik biaya pengelolaan, dana 

endapan (sinking fund) dan pendapatan yang di peroleh dari pemanfaatan Bagian Bersama, 
Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama;

5. Kedudukan PPPSRS sebagai Badan Hukum. PPPSRS bersifat sosial, mandiri, nirlaba, dan 
demokratis.

6. Pembentukan PPPSRS pada Rumah Susun Fungsi Campuran (Struktur Kepengurusan maupun 
Pengelolaan);

7. PPPSRS yang dibentuk Secara Bertahap dalam Satu Kawasan (Struktur Kepengurusan maupun 
Pengelolaan);

8. Musyawarah berbentuk: a. musyawarah anggota; dan b. musyawarah luar biasa anggota;

PERUBAHAN SUBTANSI



9. Kuorum musyawarah yang diperhitungkan berdasarkan kehadiran lebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumlah NPP para Pemilik;

10. Mekanisme pengambilan keputusan pemilihan Pengurus PPPSRS dan Pengawas PPPSRS yang di 
perhitungan berdasarkan NPP (Max 20% dari total NPP Rumah Susun); 

11. Bentuk dan mekanisme penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
12. Tahapan pembentukan PPPSRS (persiapan dan pelaksanaan musyawarah);
13. Agenda musyawarah Pembentukan PPPSRS;
14. Syarat untuk menjadi Pengurus Pengurus PPPSRS dan Pengawas PPPSRS (Fungsi hunian dan 

Fungsi Campuran)
15. Pembentukan Pengurus PPPSRS bersama (ketika baru terdapat PPJB dan bukti lunas dan/atau 

surat keterangan lunas); 
16. Mekanisme Pencatatan PPPSRS;
17. Mekanisme serah terima pengelolaan dari pelaku pembangunan ke PPPSRS;
18. Pembentukan PPPSRS pada Rumah Susun fungsi bukan hunian;

PERUBAHAN SUBTANSI



19. Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan tingkat daerah yang mengatur tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Milik, pembentukan PPPSRS, dan penerapan sanksi.

20. Pemerintah Pusat: a. membangun sistem pendataan PPPSRS dan Pengelola Rumah Susun; dan 
b. menyusun pedoman, standar, prosedur, dan kriteria perizinan pengelolaan Rumah.

21. Pemerintah Daerah: a. menyusun pedoman anggaran rumah tangga; dan b. melaporkan 
penanganan penyelesaian permasalahan Rumah Susun secara berjenjang kepada Pemerintah 
Pusat.

22. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran dan/atau menyampaikan laporan yang terbukti tidak 
benar bagi Pelaku Pembangunan, Panitia musyawarah, PPPSRS.

23. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebatas sengketa pembentukan 
PPPSRS sengketa internal setelah terbentuknya PPPSRS diselesaikan melalui mekanisme yang 
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS.

24. Lampiran (pedoman dan format) a. Perhitungan biaya Pengelolaan dan perhitungan kontribusi 
dana endapan (sinking fund); b. pedoman penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah; c 
bentuk format dokumen.

PERUBAHAN SUBTANSI
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SISTIMATIKA PENGATURAN

BAB Bagian Paragraf



PEMBENTUKAN PPPSRS
PERMEN 14/2021

Sosialisasi

Pemilihan Pengurus
Pengesahan AD/ART 

Developers
Pelaku Pembangunan

Owners Association
PPPSRS

Pencatatan Dinas

Masa Transisi
Transition Period

6 bulan/month Pendataan
Data

Panitia 
Musyawarah

Serah Terima Unit
Unit Handover

12 bulan

Musyawarah Pertama Kali

3 bulan

Serah Terima Pengelolaan

1 bulan

Pasal 75 ayat (3) UU 20/2011
“PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni 
yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan 
penghunian”

Dimaknai Dalam satu tanah bersama hanya ada satu PPPPSRS.



Strata Management Hand Over Timeline
The Strata Management Act 2013 (SMA), Strata Management (Maintenance & Management) Regulations 2015 and Strata Titles Act 1985 (STA)

Developers Managemen 
Period

Join Managemen Body
JMB 

Managemen Corporation
MC

Sub MC

12 bulan/ month

1st AGM (annual general meeting)

1 bulan/month
Handover of  Management

Publishing Strata Title Certificate

1 bulan/month

2st AGM (annual general meeting)

1 bulan/month
Handover of  Management

Sub MC

AGM (annual general meeting)

Sub MC /Subsidiary Management Corporation
Sub-MC memiliki tugas untuk memelihara dan mengelola bagian dan beda 
bersama yang terbatas sesuai dengan fungsinya, dan menjaganya agar 

tetap dalam kondisi baik.



Penerbitan AJB

Persiapan

a. Sosialisasi;
b. Pendataan;
c. Pembentukan 

Panmus. Serah Terima 
Pengelolaan

MUSYAWARAHMUSYAWARAH PERTAMA KALI
PEMBETUKAN PPPSRS
Pemilihan Pengurus
 2 PP + 3 Pemilik

Jika telah terdapat AJB
Tidak Membentuk Pengurus Bersama

Pelaku Pembangunan PPPSRS

Setiap Tahun Pertiga 
Tahun

Musyawarah
Pencatatan

Dinas

Masa Trasisi 1 th sejak penyerahan per tama kali
Di fasilitasi oleh PP

Pengelolaan Rumah Susun 
Setelah Masa Transisi Berakhir

Pencatatan
Pengurus

Dinas

Panmus

PEMBENTUKAN PPPSRS FUNGSI HUNIAN
Psl 58 sd Psl 80

Pengurus + PengawasPengurus Bersama

Musyawarah

Pemilihan Pengurus dan Pengawas
Setelah dialihkan AJB kepada Pemilik 

sekurang-kurangnya 25% 
(PP berkedudukan sebagai Pemilik)

Setiap Tahun 
Pertiga Tahun
Musyawarah

PPJB
bukti lunas dan/atau 

surat keterangan
lunas dari Pelaku 

Pembangunan

Draf  AD/ART
Konsultasi/persetuj
uan Dinas
Diserahkan ke 
Pembeli

3 bln



KEORGANISASIAN PPPSRS

KEPENGURUSAN
BERSAMA

PP Pemilik

Fungsi Hunian

1. Pembentukan Pengurus PPPSRS bersama dilakukan 
berdasarkan bukti kepemilikan berupa PPJB dan bukti lunas 
dan/atau surat keterangan lunas dari Pelaku Pembangunan.

2. Pengurus PPPSRS bersama paling sedikit berjumlah 5 (lima) 
yang terdiri atas 3 (tiga) wakil Pemilik dan 2 (dua) wakil 
Pelaku Pembangunan yang dikoordinasikan oleh 1 (satu) 
orang ketua yang dipilih oleh anggota Pengurus PPPSRS 
bersama secara musyawarah yang bekerja secara kolektif  
kolegial.

3. Wakil Pemilik oleh peserta musyawarah pembentukan 
PPPSRS.

4. Wakil Pelaku Pembangunan merupakan salah satu anggota 
pengurus yang tercantum dalam akta pendirian dan/atau 
karyawan tetap yang diusulkan secara tertulis oleh Pelaku 
Pembangunan pada saat musyawarah pembentukan PPPSRS.

(Psl 79)



KEORGANISASIAN PPPSRS

KEPENGURUSAN
PPPSRS

Pengurus Pengawas

Fungsi Hunian



Penerbitan AJB

Persiapan

a. Sosialisasi;
b. Pendataan;
c. Pembentukan 

Panmus. Serah Terima 
Pengelolaan

MUSYAWARAHMUSYAWARAH PERTAMA KALI
PEMBETUKAN PPPSRS
Pemilihan Pengurus
 2 PP + 3 Pemilik

Jika telah terdapat AJB
Tidak Membentuk Pengurus Bersama

Pelaku Pembangunan PPPSRS

Setiap Tahun Pertiga 
Tahun

Musyawarah
Pencatatan

Dinas

Masa Trasisi 1 th sejak penyerahan per tama kali
Di fasilitasi oleh PP

Pengelolaan Rumah Susun 
Setelah Masa Transisi Berakhir

Panmus

PEMBENTUKAN PPPSRS FUNGSI CAMPURAN
Psl 58 sd Psl 80

Kepengurusan PPPSRS
Pengurus Bersama

Musyawarah

Pemilihan Pengurus dan Pengawas
Setelah dialihkan AJB kepada Pemilik 

sekurang-kurangnya 25% 
(PP berkedudukan sebagai Pemilik)

PPJB
bukti lunas dan/atau 

surat keterangan
lunas dari Pelaku 

Pembangunan

Draf  AD/ART
Konsultasi/per 
setujuan Dinas
Diserahkan ke 
Pembeli
(uraian pemisahan)

3 bln

Kepengurusan sub bagian 
PPPSRS Hunian

Kepengurusan sub bagian 
PPPSRS Bukan Hunian

dilakukan jika 
fungsi bukan 

hunian
sekurang-
kurangnya 

10% dari total 
luas

lantai Rumah 
Susun yang 
dibangun.



Kepengurusan 
PPPSRS

Sub bagian 
Kepengurusan 
Bukan Hunian

Sub bagisn 
Kepengurusan

Hunian 

1. Struktur kepengurusan PPPSRS hanya terdiri atas Pengurus PPPSRS.
2. Pengurus PPPSRS terdiri atas wakil Pemilik fungsi hunian dan wakil Pemilik 

fungsi bukan hunian yang bekerja secara kolektif  dan berjumlah ganjil.
3. Kepengurusan sub bagian PPPSRS bukan hunian dapat terdiri Wakil 

Pemilik di usulkan oleh ketua Pengurus sub bagian PPPSRS hunian dan 
ketua Pengurus sub bagian PPPSRS bukan hunian sebanyak 1 (orang).

4. Pengurus PPPSRS dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang yang 
berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota yang dipilih secara 
musyawarah.

5. Dalam hal jumlah total wakil Pemilik yang diusulkan berjumlah genap, 
kepengurusan PPPSRS ditambah dengan wakil Pemilik dari salah satu 
fungsi secara bergantian per masa jabatan kepengurusan sebanyak 1 
(orang).

6. Kepengurusan sub bagian PPPSRS fungsi bukan hunian  dapat terdiri atas 
kepengurusan sub bagian PPPSRS fungsi:

a. sub bagian PPPSRS fungsi perkantoran;
b. sub bagian PPPSRS fungsi perdagangan;
c. sub bagian PPPSRS fungsi perhotelan; dan/atau
d. sub bagian PPPSRS wisata dan rekreasi.

Psl 42 dan 43

PPPSRS

Fungsi Campuran



KEORGANISASIAN PPPSRS

Sub Kepengurusan 
Hunian

Sub Kepengursan 
Bukan Hunian

Kepengusan PPPSRS

Fungsi Campuran

Dalam Satu PencatatanWakil Pemilik diusulkan Ketua Pengurus Wakil Pemilik diusulkan Ketua Pengurus



Benda dan 
Bagian 

Bersama
yg digunakan 
oleh Pemilik 

Hotel dikelola 
oleh Sub 

kepengurusan

Benda dan 
Bagian 

Bersama
yg digunakan 
oleh Pemilik 
Apartemen
oleh Sub 

kepengurusan

Benda dan 
Bagian 

Bersama
yg digunakan 
oleh Pemilik 

Mall
oleh Sub 

kepengurusan

Hotel Apar temen Mall

Sub  bagian
Kepengurusan 

Sub bagian 
Kepengurusan 

Sub bagian 
Kepengurusan 

1. Pengelolaan Tanah Bersama, Benda Bersama dan Bagian 
Bersama yang dimanfaatkan secara bersama oleh Seluruh 
Pemilik menjadi tanggungjawab Kepengurusan PPPSRS.

2. Kepengurusan sub bagian PPPSRS fungsi hunian dan 
kepengurusan sub bagian PPPSRS fungsi bukan hunian 
bertanggungjawab atas pengelolaan Benda Bersama dan 
Bagian Bersama pada masing-masing fungsi rumah susun 
secara terpisah.

3. Dalam menjalankan Pengelolaan Rumah Susun Milik 
kepengurusan PPPSRS, kepengurusan sub bagian PPPSRS 
fungsi hunian dan kepengurusan sub bagian PPPSRS fungsi 
bukan hunian dapat menunjuk atau membentuk Pengelola 
yang berbeda.

(Psl 23)

PPPSRS

Tanah, Benda, Bagian Bersama yang di 
gunakan oleh seluruh pemilik dikelola olh 

PPPSRS



Pembentukan PPPSRS Pada Pembangunan Rumah Susun 
Yang Dilaksanakan Secara Bertahap Dalam Kawasan 

Pasl 81 sd Pasl 85

Pelaku Pembangunan

Pengurus + 
Pengawas

Pengurus     
Bersama

Membuat “Perjajian Kerjasama”
Tahap 1

PPPSRS
Terhadap Rumah Susun yg Blm terbangun

Di kelola oleh Pelaku Pembangunan

Pelaku Pembangunan

Pelaku Pembangunan

Pengurus + 
Pengawas

Pengurus    
Bersama

Tahap 2

PPPSRS

Perwakilan Masing-Masing Pengurus
“Forum Pengelola Kawasan”

Perjanjian Kerjasama
a. menjamin keselamatan dan keamanan 

Pemilik dan Penghuni terhadap 
pembangunan rumah susun pada berikut 
sampai dengan selesainya seluruh 
tahapan;

b. menjamin kelangsungan pembangunan 
yang dilakukan oleh Pelaku 
Pembangunan pada tahap berikut sampai 
dengan selesainya seluruh tahapan.

Terdapat Pemisahan Tanah Bersama Untk Masing-masing Kawasan



Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Perjajian Kejasama PPPSRS dg PP

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Perjajian Kejasama PPPSRS dg PP

PPPSRS
1

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Forum Pengelola
Kawasan

PPPSRS
1

PPPSRS
2

PPPSRS
1

PPPSRS
2

PPPSRS
3

PP PPPP

Belum 
TerbangunTerbangun

Belum 
Terbangun

Terbangun
Belum 

Terbangun
Terbangun Terbangun Terbangun Terbangun

Benda yang di gunakan oleh seluruh pemilik di 
Kelola olh Pelaku Pembangunan

Benda yang di gunakan oleh seluruh pemilik di 
Kelola olh Pelaku Pembangunan

Benda yang di gunakan oleh seluruh pemilik di 
Kelola olh Farum Pengelola Kawasan

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, 
Benda dan 

Bagian 
Bersama
Pada are 

yang belum 
terbangun di 

kelola olh 
Pelaku 

Pembangun
an

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

Pada are yang 
belum terbangun 

di kelola olh 
Pelaku 

Pembangunan

Kawasan



1. Pengurus forum Pengelola kawasan terdiri atas wakil Pengurus PPPSRS di 
seluruh tahapan yang bekerja secara kolektif  dan berjumlah ganjil.

2. Wakil Pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat  diusulkan oleh 
ketua Pengurus PPPSRS dari Anggota PPPSRS yang telah dibentuk di seluruh 
tahapan paling banyak 1 (satu) orang berdasarkan rapat Pengurus PPPSRS.

3. Dalam hal jumlah total wakil Pengurus PPPSRS yang diusulkan berjumlah 
genap, kepengurusan forum Pengelola kawasan ditambah dengan wakil 
Pengurus PPPSRS dari salah satu tahapan secara bergantian per masa jabatan 
kepengurusan forum Pengelola kawasan sebanyak 1 (orang).

4. Wakil Pengurus PPPSRS yang telah dibentuk pada di seluruh tahapan di 
tetapkan sebagai forum Pengelola kawasan dalam rapat gabungan Pengurus 
PPPSRS yang telah di bentuk di seluruh tahapan.

5. Forum Pengelola kawasan dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang yang 
berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota yang dipilih secara 
musyawarah.

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Forum Pengelola
Kawasan

PPPSRS
1

PPPSRS
2

PPPSRS
3

Terbangun Terbangun Terbangun

Benda yang di gunakan oleh seluruh 
pemilik di Kelola olh Farum Pengelola 

Kawasan

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS



KEORGANISASIAN PPPSRS

Kepengurusan 
PPPSRS (1)

Kepengurusan 
PPPSRS (1)

Forum Pengelola 
Kawasan

Fungsi Campuran

Pencatatan Pencatatan

Wakil Pengurus Berdasarkan Rapat 
Pengurus

Wakil Pengurus Berdasarkan Rapat 
Pengurus



1. PPPSRS yang telah dibentuk pada masing-masing tahapan 
yang telah terbangun berkewajiban mengurus kepentingan 
para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan 
pengelolaan.

2. Pengelolaan Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah 
Bersama yang dimanfaatkan secara bersama oleh Pemilik 
dan Penghuni pada seluruh tahap pembangunan Rumah 
Susun mejadi tanggungjawab forum Pengelola kawasan.

3. Dalam menjalankan Pengelolaan Rumah Susun Milik 
PPPSRS dan forum Pengelola kawasan dapat menunjuk 
Pengelola yang berbeda.

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Forum Pengelola
Kawasan

PPPSRS
1

PPPSRS
2

PPPSRS
3

Terbangun Terbangun Terbangun

Benda yang di gunakan oleh seluruh 
pemilik di Kelola olh Farum Pengelola 

Kawasan

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS



Pembentukan PPPSRS Pada Pembangunan Rumah Susun 
Yang Dilaksanakan Secara Bertahap Dalam Kawasan

Psl 99

Pelaku Pembangunan

Pengurus + 
Pengawas

Pengurus
 Bersama

Membuat “Perjajian Kerjasama”
Tahap 1

PPPSRS
Terhadap Rumah Susun yg Blm terbangun

Di kelola oleh Pelaku Pembangunan

Pelaku Pembangunan

Dalam hal Tahap ke dua telah terbangun
Pemilik Menjadi Angota PPPSRS

Perjanjian Kerjasama
a. menjamin keselamatan dan keamanan 

Pemilik dan Penghuni terhadap 
pembangunan rumah susun pada berikut 
sampai dengan selesainya seluruh 
tahapan;

b. menjamin kelangsungan pembangunan 
yang dilakukan oleh Pelaku 
Pembangunan pada tahap berikut sampai 
dengan selesainya seluruh tahapan.

Tidak Terdapat Pemisahan Tanah Bersama Untuk Masing-masing Kawasan



Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Belum 
TerbangunTerbangun

Perjajian Kejasama PPPSRS dg PP

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Belum TerbangunTerbangun

Perjajian Kejasama PPPSRS dg PP

PPPSRS

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Terbangun

Dikelola oleh PPPSRS

PPPSRS PPPSRS
Dapat dibentukPP PPPP

Belum 
Terbangun

Sub 
Kepengurusan

Sub 
Kepengurusan

Sub 
KepengurusanTanah, Benda 

dan Bagian 
Bersama

Pada are yang 
belum terbangun 

di kelola olh 
Pelaku 

Pembangunan

Benda yang di gunakan oleh seluruh 
pemilik di Kelola olh Pelaku Pembangunan

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, Benda 
dan Bagian 
Bersama

yg digunakan 
oleh Pemilik
Di kelola olh 
PPPPSRS

Tanah, 
Benda dan 

Bagian 
Bersama
Pada are 

yang belum 
terbangun di 

kelola olh 
Pelaku 

Pembangun
an

Benda yang di gunakan oleh seluruh 
pemilik di Kelola olh Pelaku Pembangunan

Tanah, Benda dan Bagian 
Bersama

yg digunakan oleh Pemilik
Di kelola olh PPPPSRS



1. Sosialisasi kepenghunian dilakukan oleh Pelaku Pembangunan. 
2. Sosialisasi kepenghunian sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung dan 

menggunakan media informasi.
3. Sosialisasi kepenghunian yang dilakukan secara langsung diselenggarakan dengan 

mengundang secara resmi Pemilik dan Penghuni.
4. Dalam melaksanakan sosialisasi kepenghunian Pelaku Pembangunan mengundang 

secara resmi Instansi Teknis untuk menyampaikan peraturan perundang-undangan di 
bidang penyelenggaraan Rumah Susun.

5. Dalam melaksanakan sosialisasi kepenghunian Pelaku Pembangunan dapat 
mengundang Kementerian dan/atau unsur profesional untuk menyampaikan peraturan 
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Rumah Susun.

6. Undangan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari sebelum 
penyelenggaraan sosialisasi kepenghunian.

SOSIALISASI



1. Pendataan Pemilik dan/atau Penghuni harus dilakukan oleh Pelaku Pembangunan 
sesuai dengan bukti kepemilikan atau kepenghunian yang sah.

2. Bukti kepemilikan yang sah) dibuktikan dengan, akta jual beli, SHM Sarusun atau SKBG 
Sarusun. 

3. Dalam hal Pemilik belum memiliki bukti kepemilikan yang sah dibuktikan dengan PPJB 
dan bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas dari Pelaku Pembangunan.

4. Hasil pendataan Pemilik dan/atau Penghuni diinformasikan secara terbuka melalui 
papan informasi yang diletakkan pada areal publik dan strategis di lokasi Rumah Susun.

5. Dalam hal nama Pemilik dan/atau Penghuni tidak terdapat dalam hasil pendataan 
pemilikan atau penghunian yang bersangkutan dapat menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Pelaku Pembangunan untuk 
dimasukkan ke dalam data Pemilik dan/atau Penghuni.

6. Hasil pendataan Pemilik dan/atau Penghuni yang telah di tetapkan diserahkan oleh 
Pelaku Pembangunan kepada panitia musyawarah sebagai dasar penyelenggaraan 
musyawarah pembentukan PPPSRS.

PEDATAAN



1. Pembentukan panitia musyawarah pertama kali dilakukan oleh Pelaku Pembangunan 
dengan mengundang secara resmi seluruh Pemilik untuk menghadiri rapat dan wakil 
Instansi Teknis sebagai peninjau.

2. Rapat pembentukan panitia musyawarah dilaksanakan di lokasi Rumah Susun pada hari 
libur atau di luar jam kerja. 

3. Undangan rapat pembentukan panitia musyawarah disampaikan paling lambat 14 
(empat belas) hari kalender terhitung sebelum penyelenggaraan rapat.

4. Penyelenggaraan rapat pembentukan panitia musyawarah dipimpin oleh Pelaku 
Pembangunan yang terdiri atas seorang pimpinan rapat yang didampingi oleh 2 (dua) 
anggota. Panitia musyawarah terdiri atas wakil Pemilik dan wakil Pelaku Pembangunan.

5. Wakil Pemilik dipilih dari dan oleh Pemilik yang hadir dalam rapat secara musyawarah 
atau berdasarkan suara terbanyak sebanyak 4 (empat) orang sebagai anggota panitia 
musyawarah.

6. Wakil Pelaku Pembangunan diusulkan oleh Pelaku Pembangunan pada saat rapat 
pembentukan panitia musyawarah sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota panitia 
musyawarah.

PEMBENTUKAN PANMUS



1. Pelaksanaan musyawarah pembentukan PPPSRS dipimpin oleh panitia 
musyawarah yang terdiri atas seorang pimpinan rapat yang didampingi 
oleh 2 (dua) anggota.

2. Peserta musyawarah pembentukan PPPSRS terdiri atas seluruh Pemilik. 
Pemilik sebagaimana berupa perseorangan atau Badan Hukum. Pemilik 
yang berupa perseorangan yang namanya terdapat dalam bukti 
kepemilikan. Dalam hal Pemilik yang berupa perseorangan tidak dapat 
hadir dapat diwakilkan kepada perseorangan berdasarkan surat kuasa. 
Pemilik yang berupa Badan Hukum merupakan salah satu anggota 
pengurus Badan Hukum yang tercantum dalam akta pendirian. Dalam hal 
Pemilik yang berbentuk Badan Hukum tidak hadir dapat memberikan 
kuasa secara tertulis kepada karyawan yang dibuktikan dengan surat 
pengangkatan karyawan tetap.

MUYAWARAH PEMBENTUKAN 
PPPSRS



a. memilih dan menetapkan ketua Pengurus PPPSRS dan ketua 
Pengawas PPPSRS;

b. menyampaikan laporan keuangan tahunan masa transisi yang telah di 
audit oleh akuntan publik yang disampaikan oleh Pelaku 
Pembangunan; 

c. menetapkan rencana kegiatan pengelolaan dan rencana anggaran 
biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik tahunan yang disusun oleh 
Pengelola;

d. menetapkan rencana pemanfaatan dana endapan (sinking fund) 
tahunan yang disusun oleh Pengelola;

e. menetapkan besaran iuran pengelolaan lingkungan Rumah Susun 
yang disusun oleh Pengelola;

f. menetapkan bentuk dan besaran denda yang harus dibayar oleh 
Pemilik dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran 
pengelolaan lingkungan Rumah Susun dan kontribusi dana endapan 
(sinking fund);

g. mengesahkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga PPPSRS; 

h. mengesahkan tata tertib hunian;

Agenda Musyawarah

Permen 4/25Permen 14/21

a. pembentukan struktur organisasi;
b. penyusunan dan pengesahan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga;
c. pemilihan pengurus PPPSRS; dan
d. pemilihan pengawas PPPSRS.



a. warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah 

menikah;
c. memiliki bukti kepemilikan yang sah;

1. bagi Pemilik yang berupa Badan Hukum menunjuk wakilnya yang 
namanya tercantum dalam akta pendirian; atau

2. bagi Pemilik yang berupa perseorangan yang namanya 
tercantum dalam bukti kepemilikan.

d. bertempat tinggal di Rumah Susun;
e. menjalankan usaha di Rumah Susun bagi Pemilik fungsi bukan hunian;
f. memenuhi seluruh kewajiban membayar iuran pengelolaan 

lingkungan Rumah Susun dan kontribusi dana endapan (sinking
fund);

g. tidak dalam status sebagai Pengurus dan Pengawas PPPSRS di 
Rumah Susun lain; dan

h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus dan Pengawas 
PPPSRS lainnya.

Syarat Pengurus

CampuranHunian

a. warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau 

sudah menikah;
c. memiliki bukti kepemilikan yang sah;

1. bagi Pemilik yang berupa Badan Hukum menunjuk 
wakilnya yang namanya tercantum dalam akta 
pendirian; atau

2. bagi Pemilik yang berupa perseorangan yang 
namanya tercantum dalam bukti kepemilikan.

d. bertempat tinggal di Rumah Susun;
e. memenuhi seluruh kewajiban membayar iuran pengelolaan 

lingkungan Rumah Susun dan kontribusi dana endapan 
(sinking fund);

f. tidak dalam status sebagai Pengurus dan Pengawas 
PPPSRS di Rumah Susun lain; dan

g. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus dan 
Pengawas PPPSRS lainnya.



Rumah Susun yang tanda bukti kepemilikan atas Sarusun 
diterbitkan SKBG Sarusun setiap nama Pemilik hanya 

berhak memberikan 1 (satu) suara walaupun memiliki lebih 
dari 1 (satu) Sarusun

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN PENGURUS

Mekanisme pengambilan keputusan 
pemilihan Pengurus

SKBG Sarusun

SHM Sarusun

Rumah Susun yang tanda bukti kepemilikan atas Sarusun 
diterbitkan SHM Sarusun setiap nama Pemilik mempunyai 

hak yang sama dengan NPP.

Perhitungan hak suara NPP sebagaimana dimaksud pada 
bagi Pemilik yang memiliki NPP lebih dari 20 % (dua puluh 

persen) dari keseluruhan NPP Rumah Susun, hak suara 
hanya dihitung 20 % (dua puluh persen).



Pembentukan Tim Kerja

1 2 3

Dalam hal Pelaku 
Pembangunan tidak 
memfasilitasi pembentukan 
PPPSRS dalam jangka 
waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak masa 
transisi berakhir, Pemilik 
mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada 
Pelaku Pembangunan untuk 
segera difasilitasi 
pembentukan PPPSRS

Berdasarkan pengaduan 
Pemilik Instansi Teknis 
melayangkan surat 
teguran kepada Pelaku 
Pembangunan agar 
segera dilakukan fasilitasi 
pembentukan PPPSRS

Dalam hal Pelaku 
Pembangunan tidak 
memfasilitasi pembentukan 
PPPSRS dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) 
hari kalender sejak surat 
permohonan di terima 
Pelaku Pembangunan, 
Pemilik mengajukan surat 
pengaduan secara tertulis 
kepada Instansi Teknis

4

Dalam Dalam hal Pelaku 
Pembangunan tidak 
memfasilitasi 
pembentukan PPPSRS 
dalam jangka waktu 14 
(empat belas) hari 
kalender sejak surat 
teguran di terima oleh 
Pelaku Pembangunan, 
Instansi Teknis menunjuk 
paling sedikit 3 (tiga) 
Pemilik sebagai tim kerja 
untuk menyelenggarakan 
persiapan pembentukan 
PPPSRS

5

Tim Kerja dilakukan 
pendampingan oleh 
Instansi Teknis. Tugas Tim 
Kerja berakhir setelah 
terbentuknya panitia 
musyawarah dan 
melaporkannya kepada 
Instansi Teknis



AKTA PENDIRIAN/AD/ART

Akta Pendirian AD RT

Akta pendirian memuat berita acara 
musyawarah pembentukan PPPSRS yang 
berisi tentang jalannya musyawarah, 
pokok pernyataan pendirian, penetapan 
struktur organisasi, penetapan susunan 
Pengurus PPPSRS, dan ketentuan dasar 
organisasi PPPSRS

Berisi tentang pokok aturan dasar organisasi PPPSRS 
dalam melaksanakan pengelolaan atas Benda Bersama, 
Bagian Bersama, Tanah Bersama, dan kepenghunian.
1. nama, tempat kedudukan dan waktu pendirian;
2. asas, tangungjawab, tugas pokok, fungsi, dan status;
3. keanggotaan;
4. hak suara;
5. hak dan kewajiban anggota;
6. keorganisasian;
7. Pengelola;
8. musyawarah dan rapat;
9. kuorum dan pengambilan keputusan;
10. keuangan;
11. harta kekayaan;
12. mekanisme penyelesaian sengketa;
13. perubahan anggaran dasar; dan
14. pembubaran.

1. pelaksanaan pokok-pokok pendirian 
dan keorganisasian PPPSRS;

2. pelaksanaan prinsip-prinsip 
Pengelolaan Rumah Susun Milik 
mencakup organisasi dan tata laksana:

a. kegiatan operasional, 
pemeliharaan dan perawatan; 
dan

b. mekanisme pelunasan dan 
denda dalam hal terjadi 
keterlambatan pembayaran 
biaya Pengelolaan Rumah Susun 
Milik dan kontribusi dana 
endapan (sinking fund); dan

3. penjabaran tata tertib penghunian 
Rumah Susun.

akta otentik yang dibuat oleh notaris



Alur Proses Pembuatan dan Pencatatan AD/ART 

1 2 3

Pembuatan rancangan 
Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga 
PPPSRS dilakukan oleh 
Pelaku Pembangunan 
sebelum proses 
pembangunan Rumah 
Susun.

Rancangan Anggaran 
Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PPPSRS 
disampaikan kepada 
Instansi Teknis 
bersamaan dengan 
permohonan persetujuan 
bangunan gedung untuk 
mendapatkan persetujuan 
rancangan Anggaran 
Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PPPSRS.

Pelaku pembangunan 
dalam pembuatan 
rancangan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah 
Tangga PPPSRS 
berkonsultasi dengan 
Instansi Teknis.

4

Pelaku pembangunan 
menjelaskan kepada calon 
pembeli mengenai materi 
muatan rancangan 
Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga 
PPPSRS yang telah 
disetujui pada saat 
Pemasaran.

5

Salinan rancangan 
Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga 
PPPSRS diserahkan 
kepada calon pembeli 
oleh Pelaku 
Pembangunan pada saat 
Pelaku pembangunan 
menerima pembayaran 
untuk mendapatkan 
persetujuan dari calon 
pembeli.



Alur Proses Pembuatan dan Pencatatan AD/ART 

6 7 8

Calon pembeli berhak 
mempelajari rancangan 
Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga 
PPPSRS sebelum 
ditandatanganinya 
persetujuan rancangan 
Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga 
PPPSRS

Rancangan Anggaran 
Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PPPSRS 
dicatatkan di Instansi 
Teknis sebagai dasar 
pendataan PPPSRS.

Rancangan Anggaran 
Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PPPSRS di 
tetapkan dalam 
Musyawarah Pembentukan 
PPPSRS.



1. melakukan kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan;
2. melaksanakan keputusan yang di tetapkan bersama oleh Pengurus;
3. melaksanakan pemungutan biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik yang diperoleh dari iuran pengelolaan lingkungan atas nama 

PPPSRS;
4. melaksanakan pemungutan kontribusi dana endapan (sinking fund) atas nama PPPSRS;
5. melaksanakan pemungutan pendapatan atas pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama atas nama 

PPPSRS;
6. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan;
7. menyusun rancangan besaran iuran pengelolaan lingkungan tahunan;
8. menyusun rancangan anggaran pemanfaatan dana endapan (sinking fund) tahunan; menyusun penyesuaian rancangan kebutuhan 

dana endapan (sinking fund) dalam hal terjadi penyesuaian kebutuhan dana endapan (sinking fund);
9. menyusun rancangan besaran kontribusi dana endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola dalam hal terjadi penyesuaian 

kebutuhan dana endapan (sinking fund);
10. mempersiapkan laporan kegiatan pengelolaan tahunan;
11. mempersiapkan laporan keuangan tahunan yang di audit oleh akuntan publik kepada Pengurus PPPSRS untuk di sampaikan dalam 

musyawarah;
12. menyerahkan laporan keuangan triwulan kepada Pengurus PPPSRS dan Pengawas PPPSRS serta disampaikan kepada Pemilik;
13. menyerahkan laporan keuangan bulanan kepada Pengurus PPPSRS;
14. menyerahkan laporan kegiatan pengelolaan triwulan kepada Pengurus PPPSRS dan Pengawas PPPSRS;
15. melakukan pendataan Pemilik dan/atau Penghuni sesuai dengan prinsip kepemilikan atau kepenghunian yang sah;
16. mempersiapkan dokumen tata tertib hunian;
17. menegakkan tata tertib penghunian; dan
18. mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah; dan
19. meminta saran dari Pengurus PPPSRS dalam diperlukan.

Pengelola



1. mengesahkan rancangan akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga;
2. memilih dan menetapkan ketua Pengurus PPPSRS dan ketua Pengawas PPPSRS;
3. menetapkan program kerja Pengurus PPPSRS yang memuat program pokok Pengurus PPPSRS selama 1 (satu) 

tahun;
4. menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan;
5. menetapkan besaran iuran pengelolaan lingkungan tahunan;
6. menetapkan rancangan anggaran pemanfaatan dana endapan (sinking fund) tahunan;
7. menetapkan penyesuaian rancangan anggaran kebutuhan dana endapan (sinking fund);
8.  menetapkan besaran kontribusi dana endapan (sinking fund) dalam hal terjadi penyesuaian kebutuhan dana 

endapan (sinking fund);
9. menyetujui dan menetapkan bentuk dan besaran denda yang harus dibayar oleh Pemilik dalam hal terjadi 

keterlambatan pembayaran biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik dan kontribusi dana endapan (sinking fund);
10. menyetujui laporan pengelolaan tahunan;
11. menyetujui laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik;
12. mengambil keputusan untuk membentuk atau
13. menunjuk Pengelola;
14. memilih dan menetapkan Pengelola;
15. mengambil keputusan atas kegiatan perawatan yang membutuhkan pembiayaan besar terhadap intensitas 

kerusakan berat; dan
16. mengesahkan tata tertib hunian

PPPSRS



1. melaksanakan keputusan yang di tetapkan oleh PPPSRS dalam musyawarah;
2. menyusun dan melaksanakan program kerja Pengurus PPPSRS yang memuat program pokok Pengurus PPPSRS selama 1 

(satu) tahun yang di tetapkan oleh PPPSRS dalam musyawarah;
3. mengawasi kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengelola;
4. memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan yang disusun oleh 

Pengelola;
5. memberikan persetujuan terhadap rancangan besaran iuran pengelolaan lingkungan tahunan yang disusun oleh Pengelola;
6. memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pemanfaatan dana endapan (sinking fund) tahunan yang disusun 

oleh Pengelola;
7. memberikan persetujuan terhadap penyesuaian rancangan kebutuhan dana endapan (sinking fund) dalam hal terjadi 

penyesuaian kebutuhan dana endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola;
8. memberikan persetujuan terhadap rancangan besaran kontribusi dana endapan (sinking fund) dalam hal terjadi penyesuaian 

kebutuhan dana endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola;
9. menyusun rencana bentuk dan besaran denda yang harus dibayar oleh Pemilik dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran 

biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik dan kontribusi dana endapan (sinking fund);
10. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan tahunan kepada Anggota PPPSRS dalam musyawarah;
11. menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Pemilik;
12. menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik kepada Anggota PPPSRS dalam 

musyawarah;
13. menyusun tata tertib hunian;
14. membentuk panitia musyawarah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu kepengurusan PPPSRS; dan
15. menyelenggarakan musyawarah..

Pengurus



1. menyusun dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Pengelolaan Rumah Susun Milik pada 
masa transisi;

2. menetapkan iuran pengelolaan lingkungan masa transisi;
3. menyusun dan menetapkan rancangan anggaran kebutuhan dana endapan (sinking fund) selama 25 (dua puluh 

lima) tahun;
4. menetapkan besaran kontribusi dana endapan (sinking fund) untuk pertama kali;
5. menetapkan bentuk dan besaran denda yang harus dibayar oleh Pemilik dalam hal terjadi keterlambatan 

pembayaran biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik dan kontribusi dana endapan (sinking fund);
6. menyusun dan menginformasikan kepada Pemilik laporan keuangan 6 (enam) bulanan;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan masa transisi yang telah di audit oleh akuntan publik untuk di 

sampaikan kepada Pemilik dan diserahkan kepada PPPSRS;
8. melakukan Pendataan Pemilik dan/atau Penghuni sesuai dengan prinsip kepemilikan atau kepenghunian yang 

sah.
9. membuat dan menegakkan tata tertib penghunian;
10. melakukan sosialisasi kepenghunian dan pembentukan PPPSRS; dan
11. memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

Pelaku 
Pembangunan



Kegiatan 
Operasional

Kegiatan 
Pengelolaan

Kegiatan 
Pemeliharaan

Kegiatan 
Perawatan

Permen No 
24/PRT/M/2008 

Pedoman Pemeliharaan 
dan Perawatan 

Bangunan Gedung

Pengelolaan Harus di 
Lakukan olh Pengelola 

Berbadan Hukum
(Perizinan Berusahan)

Dapat dilakukan oleh PPPSRS 
dalam hal bangunan gedung 
memiliki intensitas kepadatan 

dan ketinggian dengan 
klasifikasi bangunan Gedung 

bertingkat rendah.
Wajib berkontak dengan  1 

(satu) orang manajer bangunan 
(building manager) dan paling 
sedikit 3 (orang) orang teknisi 

(engineering).

berbentuk perseroan terbatas 
dan PPPSRS paling sedikit 

memiliki 51% (lima puluh satu 
persen) dari total nilai ekuitas

Proses seleksi secara terbuka 
dan transparan paling sedikit 
diikuti 2 (dua) calon pengelola

Iuran Pengelolaan Rumah Susun

Pendapat pemanfatan Area 
Bersama

Kontribusi Dana Endapan 
(sinking fund)

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Dalam mengelola secara 
mandiri PPPSRS paling sedikit 

memiliki departemen
teknik (engineering), 

departemen tata graha (house
keeping), departemen layanan 
pelanggan, dan departemen
administrasi dan keuangan.



Biaya Pengelolaan

• Biaya pengelolaan  diperoleh dari iuran pengelolaan lingkungan.

• Besarnya biaya pengelolaan dihitung berdasarkan rencana biaya pendapatan per tahun 
dikurang dengan rencana belanja per tahun yang di tuangkan dalam rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan.

• Rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan ditetapkan dalam 
musyawarah dan disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum musyawarah.

• Besarnya iuran pengelolaan lingkungan dihitung berdasarkan NPP satuan Rumah Susun 
dikali total biaya pengelolaan tahun yang telah ditetapkan dalam musyawarah.

• Besarnya iuran pengelolaan lingkungan ditetapkan dalam musyawarah dengan 
memperhatikan segi transparansi dan keadilan.

• Iuran pengelolaan lingkungan dibebankan kepada Pemilik dan Penghuni secara 
proporsional.

• Iuran pengelolaan lingkungan dibayarkan kepada PPPSRS.

• Pada masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS Iuran pengelolaan lingkungan dibebankan 
kepada Pemilik dan Pelaku Pembangunan 

• Pelaku Pembangunan harus membayar iuran pengelolaan lingkungan terhadap kekurangan 
atas pemenuhan biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik.

• Iuran Pengelolaan lingkungan pada masa transisi dibayarkan kepada Pelaku Pembangunan.



Dana Endapan (sinking 
fund)

• Besarnya dana endapan (sinking fund) dihitung berdasarkan jumlah total perkiraan biaya yang 
dibutuhkan untuk biaya perbaikan kerusakan berat dan peningkatan kualitas bangunan.

• Dana endapan (sinking fund) diperoleh dari kontribusi dana endapan (sinking fund).

• Kebutuhan dana endapan (sinking fund) dihitung berdasarkan penilaian perkiraan perhitungan biaya 
perbaikan dan penggantian berdasarkan usia atau masa pemanfaatan dan pemakaian dengan skala 
waktu indikatif  yang harus dicakup minimal harus 25 (dua puluh lima) tahun.

• Kontribusi dana endapan (sinking fund) dihitung berdasarkan NPP satuan Rumah Susun dikali dengan 
kebutuhan dana endapan (sinking fund) yang dibagi total usia atau masa pemanfaatan dan pemakaian 
perbulan yang dikali total NPP Rumah Susun.

• Untuk pertama kali perencanaan kebutuhan dana endapan (sinking fund) dan besaran kontribusi dana 
endapan (sinking fund) dihitung oleh Pelaku Pembangunan sebagai dasar penagihan kontribusi dana 
endapan (sinking fund) kepada para Pemilik pada masa transisi.

• PPPSRS dalam jangka waktu setelah 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi 
kebutuhan perencanaan dana endapan (sinking fund).

• Dalam menyusun perencanaan kebutuhan dana endapan (sinking fund) menggunakan unsur profesional.

• Kontribusi dana endapan (sinking fund) dibebankan kepada Pemilik.

• Pada masa transisi Pemilik harus membayar kontribusi dana endapan (sinking fund) sebagaimana 
kepada Pelaku Pembangunan.

• Dalam hal telah terbentuknya PPPSRS, Pemilik harus membayar kontribusi dana endapan (sinking fund) 
kepada PPPSRS.



Pendapatan dari 
Pemanfaatan Kepemilikan 

Besama

• Pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama antara lain berupa:

• sewa ruangan pertemuan;
• sewa pancang Base Transceiver Station;
• penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
• jaringan internet;
• pemasangan median iklan; atau
• bentuk pemanfaatan lainnya.

• Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah 
Bersama dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab serta dilaporkan dalam 
musyawarah.

• Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah 
Bersama dimanfaatkan untuk kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Milik.



Biaya Pengelolaan

Keuangan

Dana Endapan (sinking fund) Pendapatan dari Pemanfaatan 
Kepemilikan Besama

• Dalam pengelolaan keuangan harus membuka rekening bank nasional
• Dana yang diperoleh harus dibukukan dalam pembukuan yang terpisah.

• Dana yang diperoleh dari kontribusi dana endapan (sinking fund) ditempatkan pada rekening bank yang terpisah dari rekening pengelolaan.
• Dalam mengelola keuangan Pelaku Pembangunan harus membuat laporan keuangan 6 (enam) bulanan dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi dan 

harus disampaikan kepada Pemilik secara berkala.
• Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan oleh Pelaku Pembangunan dalam musyawarah pembentukan PPPSRS.
• Dalam mengelola keuangan PPPSRS harus membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi atau sesuai 

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS.
• Laporan keuangan triwulan harus disampaikan kepada Pemilik secara berkala.

• Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pengurus PPPSRS dan disampaikan oleh Pengurus PPPSRS dalam 
musyawarah.

KEUANGAN PENGELOAAN RUMAH SUSUN



1. PPPSRS yang jangka waktu kepengurusannya belum berakhir pada saat 
Peraturan Menteri ini berlaku maka penyesuaian dilakukan setelah jangka waktu 
kepengurusan berakhir.

2. Kepengurusan PPPSRS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri 
ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai masa kepengurusan berakhir;

3. Pada Rumah Susun yang belum diterbitkan dan dialihkannya akta jual beli yang 
telah terdapat kepengurusan PPPSRS yang ditetapkan sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini, kepengurusan PPPSRS tidak dilakukan penyesuaian 
menjadi kepengurusan PPPSRS bersama;

4. PPPSRS yang telah dicatatkan oleh Instansi Teknis sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini yang dibentuk pada Rumah Susun yang memiliki fungsi 
bukan hunian, pergantian kepengurusannya dilakukan berdasarkan Peraturan 
Menteri ini;

5. Pemilik yang telah memiliki SHM Sarusun pada Rumah Susun yang memiliki 
fungsi bukan hunian, pembentukan PPPSRS dapat diselenggarakan 
berdasarkan Peraturan Menteri ini;

KETENTUAN PERALIHAN








